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TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs
3.1.	Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun
a. 	Target dan Indikator Tujuan 1 TPB/SDGs
Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 16 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana, memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan, dalam rangka menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Tabel 3.1. Target dan Indikator Tujuan 1 TPB/SDGs Prov. Kaltim
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	
Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	1.2.Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. 
	1.2.1
	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
	6% (2013)
	6
	5
	Dinas Sosial





















	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	1.3.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
	1.3.1.(a)
	Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) 
	100
	100
	100
	Dinas Kesehatan

	
	1.3.1 (b)
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 
	pm
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan

	
	1.3.1(c)
	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar 
	pm
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan

	
	1.3.1(d)
	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat
	21.082 (2015
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan

	1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro
	1.4.1(a)
	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan
	90,1
	91
	95
	Dinas Kesehatan

	
	1.4.1(b)
	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
	88,55
	90
	95
	Dinas Kesehatan

	
	1.4.1(c)
	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin
	66,64 (2016)
	71,05
	pm
	BKKBN

	
	1.4.1(d)
	1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
	35% (2013)
	47
	60
	Dinas PU

	
	1.4.1(e)
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
	76,76% (2016)
	72,83
	pm
	Dinas PU

	
	1.4.1.(f)
	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. 
	pm
	pm
	pm
	Dinas PU

	
	1.4.1.(j)
	Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran 
	pm
	pm
	pm
	DKP3A

	1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana
	1.5.1*
	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
	na
	na
	na
	BPBD

	
	1.5.1.(a)
	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah 
	na
	na
	na
	BPBD

	
	1.5.1.(b)
	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial 
	na
	na
	na
	BPBD

	
	1.5.1.(c)
	Pendampingan psikososial korban bencana sosial 
	na
	na
	na
	BPBD

	
	1.5.1.(d)
	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus 
	na
	na
	na
	Dinas Sosial




b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs
Arah kebijakan untuk pilar sosial TPB/SDGs mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, khususnya terkait dengan goal kemiskinan terdapat pada Misi Satu yaitu Menurunkan Kemiskinan. Untuk mencapai tujuan, target dan indikator TPB/SDGs di atas, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan arah kebijakan untuk tujuan tersebut adalah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap determinan kemiskinan dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan rumah tangga miskin; mengurangkan beban biaya rumah tangga miskin; membangun infrastruktur dasar bagi rumah tangga miskin; mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli rumah tangga miskin; memperluas kesempatan kerja dan usaha rumah tangga miskin dan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja rumah tangga miskin.
c. Program Tujuan 1 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan
2. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
4. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
6. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan
7. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Penanggulangan Bencana
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
9. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
10. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
11. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
12. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
13. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan eks Trauma
14. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
15. Program  Upaya Kesehatan Masyarakat
16. Program  Standarisasi Pelayanan Kesehatan
17. Program   Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
18. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
19. Program 4 : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
20. Program Keluarga Berencana
21. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KPP
22. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah
23. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
24. Program  Pendidikan Sekolah Menengah Atas
25. Program Pendidikan Sekolah Mennegah Kejuruan
26. Program Penataan Administrasi Kependudukan
27. Program Pengembangan Ketenagalistrikan
28. Program  Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
29. Program  Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
30. Program  Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana
31. Program  Pnecegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
32. Program   Pebinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Adapun program, kegiatan dan target kegiatan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran Matrik Tujuan 1 TPB/SDGs.

3.2. 	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Yang Berkelanjutan
a. Target dan Indikator Tujuan 2 TPB/SDGs
Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 14 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan peliharaan dan spesies liar yang terkait.
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.



Tabel 3.2. Target dan Indikator Tujuan 2 TPB/SDGs Prov. Kaltim
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	2.1 	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun
	2.1.1*
	Rasio Pemenuhan Pangan (beras)  (RPJMD)
	72% (2013)
	75
	85
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan

	
	2.1.1(a)
	Prevalensi kekurangan gizi 
	16,6 (2016)
	16
	15,5
	Dinas Kesehatan

	
	2.1.2
	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan 
	pm
	pm
	pm
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan

	
	2.1.2 (a)
	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari 
	19,16 (2016)
	14,64
	na
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan

	2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula
	2.2.1*
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) 
	27,1 (2016)
	26
	26
	Dinas Kesehatan

	
	2.2.2
	Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas)   
	4,6 (2016)
	4,5
	4
	Dinas Kesehatan

	
	2.2.2(a)
	Prevalensi anemia pada ibu hamil  (<8 ml/dl)
	0,9 (2016)
	0,8
	0,7
	Dinas Kesehatan

	
	2.2.2(b)
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 
	65,5 (2016)
	70
	75
	Dinas Kesehatan

	
	2.2.2(c)
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan 
	97,70 (2015)
	na
	na
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan

	2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian 
	2.3.1*
	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) 
	118.241,50 (2016)
	na
	na
	Dinas Tanaman Pangan

	
	2.3.1(a)
	Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam 
	6% (2013)
	9
	10
	Dinas Tanaman Pangan

	
	2.3.2(b)
	Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu. 
	na
	na
	na
	Dinas Tanaman Pangan

	2.4.	 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan
	2.4.1(a)
	Tersalurkannya saranan produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan 
	na
	na
	na
	Dinas Tanaman Pangan

	2.5. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas 
	2.5.1*
	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas 
	na
	na
	na
	Dinas Tanaman Pangan, Dinas Peternakan

	
	2.5.1(b)
	Berkembangnya program dan pembangunan di 1.000 Desa Mandiri Benih 
	na
	na
	na
	Dinas Tanaman Pangan

	
	2.5.2*
	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui. 
	na
	na
	na
	Dinas Peternakan








































































b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 2 TPB/SDGs
Dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs goal menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan arah kebijakan sesuai dengan Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

c. Program Tujuan 2 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1.  	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2.  	Proram Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
3.  	Program  Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4.  	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial untuk Mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan
5.  	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6.  	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
7.  	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
8.  	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan
9.  	Program  Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar
10.  	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan
11.  	Program Perluasan Kebun Sawit
12.  	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit
13.  	Program pengembangan budidaya perikanan	
14.  	Program pengembangan perikanan tangkap
15.  	Program  Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
16.  	Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan
17.  	Program pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah
18.  	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan
19.  	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
20.  	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan
21.  	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan
22.  	Program pengembangan budidaya perikanan
23.  	Program pengembangan perikanan tangkap
24.  	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air  payau dan air tawar
25.  	Program peningkatan produktivitas perkebunan
26.  	Program  Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan
27.  	Program perluasan kebun sawit
28.  	Program konservasi lahan dan air
29.  	Program Peningkatan Produksi Peternakan
30.  	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan
31.  	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
32.  	Program penyediaan bahan tanaman
33.  	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air  payau dan air tawar
34.  	Program   Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
35.  	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
36.  	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
37.  	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
38.  	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Adapun program, kegiatan dan target kegiatan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran Matrik Tujuan 2 TPB/SDGs.

3.3. 	Menjamin Kehidupan yang Sehat  dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
a. Target dan Indikator Tujuan 3 TPB/SDGs
Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 34 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mengurangi angka kematian ibu; mengakhiri kematian bayi dan balita; mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan; mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular; memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat adiktif; menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi; mencapai cakupan kesehatan universal; mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat dari bahan kimia berbahaya; mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat; menyediakan akses obat dan vaksin dasar yang terjangkau; meningkatkan pembiayaan kesehatan; dan meningkatkan pengadaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kesehatan
Tabel 3.3. Target dan Indikator Tujuan 3 TPB/SDGs Prov. Kaltim
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	3.1 	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup
	3.1.1
	Angka Kematian Ibu (AKI)
	177 (2010)
	177
	160
	Dinas Kesehatan

	
	3.1.2
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. 
	pm
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan

	
	3.1.2 (a)
	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan. 
	pm
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan

	3.2 	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000
	3.2.1*
	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 
	31
	30
	29
	Dinas Kesehatan

	
	3.2.2*
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 
	
	
	
	

	
	3.2.2(a)
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 
	21
	20
	19
	Dinas Kesehatan

	
	3.2.2(b)
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
	80,8
	85
	90
	Dinas Kesehatan

	3.3 	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya
	3.3.1*
	Persentase Jumlah kasus baru TB BTA+. 
	66,30
	70
	75
	Dinas Kesehatan

	
	3.3.1(a)
	Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 
	0,183
	< 1
	< 1
	Dinas Kesehatan

	
	3.3.2(a)
	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB. 
	84,07
	85
	90
	Dinas Kesehatan

	
	3.3.3*
	CFR (Case fetality rate)  Malaria
	0,35
	0,30
	0,25
	Dinas Kesehatan

	
	3.3.3(a)
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria. 
	2
	3
	4
	

	
	3.3.4*
	Angka Penemuan Kasus Baru (Ncdr/New Case Detection Rate) Per 100.000 Penduduk
	4,5
	4
	3,5
	Dinas Kesehatan

	
	3.3.4(a)
	Angka Prevalensi Kusta Per 10.000 Penduduk
	0,7
	0,6
	0,5
	Dinas Kesehatan

	
	3.3.5(b)
	Angka kesakitan filariasis Per 100.000 Penduduk. 
	5
	4,5
	4
	Dinas Kesehatan

	3.4 	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan
	3.4.1(a)
	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun. 
	pm
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan

	
	3.4.1(b)
	Prevalensi tekanan darah tinggi. 
	pm
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan

	
	3.4.1(c)
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. 
	pm
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan

	
	3.4.1(d)
	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara. 
	pm
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan

	
	3.4.2*
	Angka kematian dari percobaan bunuh diri. 
	pm
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan

	
	3.4.2(a)
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. 
	pm
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan



	3.5 	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan
	3.5.1(a)
	Jumlah penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan. 
	Orang
	199
	211
	BNN, RS Atma Husada

	
	3.5.1(b)
	Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 
	Orang 
	71
	106
	BNN, RS Atma Husada
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	3.5.1(c)
	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 
	pm
	4
	2
	BNN, RS Atma Husada

	
	3.5.1(d)
	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan. 
	Orang 
	80
	102
	BNN, RS Atma Husada

	
	3.5.1(e)
	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu 
	pm
	-
	pm
	BNN

	
	3.5.1(f)
	Prevalensi penyalahgunaan narkoba. 
	pm
	-
	pm
	BNN
















	3.7 	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
	3.7.1
	Proporsi pasangan usia subur (umur 15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Metneed KB/ Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern). 
	pm
	pm
	pm
	DKP3A

	
	3.7.1(a)
	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin. 
	62,24 (2016)  
	pm
	pm
	DKP3A

	
	3.7.2
	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 
	pm
	pm
	pm
	DKP3A

	
	3.7.2(a)
	Total Fertility Rate (TFR). 
	2,3 anak/ wanita (SDKI 2012)
	pm
	pm
	DKP3A

	3.8 	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang
	3.8.1(a)
	Unmet need pelayanan kesehatan. 
	3,41 (2016
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan

	
	3.8.2*
	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 
	2,7 jt orang (2016)
	pm
	pm
	Dinas Kesehatan

	
	3.8.2(a)
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 
	80
	85
	90
	Dinas Kesehatan














b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs
Untuk mewujudkan dan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia pada goal ketiga TPB/SDGs maka telah ditetapkan arah kebijakan dengan Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat; Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan masyarakat; Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan (Puskesmas rawat inap dan Pustu); Membangun sarana dan prasarana kesehatan; Meningkatkan kualitas proses pelayanan kesehatan; Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya kesehatan; Menguatkan sistem dan data informasi Kesehatan.
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (ii) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (iii) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (iv) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (v) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (vi) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (vii) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (ix) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; dan (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

c. Program Tujuan 3 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1.  	Program  pembinaan upaya kesehatan
2.  	Program obat dan perbekalan kesehatan
3.  	Program pengembangan lingkungan sehat
4.  	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5.  	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
6.  	Program upaya kesehatan masyarakat
7.  	Program Rehabilitasi Sosial
8.  	Program Keluarga Berencana
9.  	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
10.  	Program Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3  
11.  	Program Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3  
12.  	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH


3.4. 	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepajang Hayat untuk Semua

a. Target dan Indikator Tujuan 4 TPB/SDGs
Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 17 indikator. Target-target tersebut terdiri dari memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah; memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas; menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria terhadap pendidikan teknis kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau; peningkatan secara bermakna jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan; menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan; memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu mampu membaca dan menghitung; membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat dan gender; meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.
Tabel 3.4 Target dan Indikator Tujuan 4 TPB/SDGs Prov. Kaltim
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	4.1 	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
	4.1.1*
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 
	na
	na
	na
	Dinas Pendidikan

	
	4.1.1(a)
	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 
	76,5%
(2016)
	79%
	na
	Dinas Pendidikan

	
	4.1.1(b)
	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 
	71,8%
(2016)
	74,8%
	na
	Dinas Pendidikan

	
	4.1.1(c)
	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B. 
	79,1%
(2016)
	80,9
	na
	Dinas Pendidikan

	
	4.1.1(d)
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. 
	113.77% (2013)
	114
	114,01
	Dinas Pendidikan

	
	4.1.1(e)
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. 
	82% (2013)
	99
	99,01
	Dinas Pendidikan

	
	4.1.1(f)
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. 
	90% (2013)
	90
	90,01
	Dinas Pendidikan

	
	4.1.1(g)
	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 
	9,6 (2013)
	11,5
	12
	Dinas Pendidikan

	4.2 	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 
	4.2.2(a)
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 
	49,77% (2013)
	70
	75
	Dinas Pendidikan

	4.3 	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. 
	4.3.1(a)
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. 
	90% (2013)
	90
	90,01
	Dinas Pendidikan

	
	4.3.1(b)
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). 
	31,6 (2016)
	28,87
	na
	Dinas Pendidikan



	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	4.4 	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
	4.4.1*
	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 
	58,21%
(2016)
	na
	na
	Dinas Pendidikan

	4.5 	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan. 
	4.5.1
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT. 
	na
	na
	na
	Dinas Pendidikan

	4.6 	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi. 
	4.6.1(a)
	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. 
	95,38 (2016)
	99,20
	pm
	Dinas Pendidikan

	
	4.6.1(b)
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. 
	99,67 (2016) dan 99,00 (2016)
	pm
	pm
	Dinas Pendidikan

	4.a 	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. 
	4.a.1*
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH). 
	na
	na
	na
	Dinas Pendidikan

	4.c 	Pada tahun 2030, Secara signifikanmeningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negaraberkembang kepulauan kecil. 
	4.c.1*
	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik. 
	na
	na
	na
	Dinas Pendidikan
























b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 4 TPB/SDGs
Dalam menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tujuan ke empat TPB/SDGs maka telah ditetapkan arah kebijakan dengan: Meningkatkan Kuantitas SDM yang berkualitas; Meningkatkan Kualitas SDM pendidikan; Membangun sarana dan prasarana pendidikan; Meningkatkan kualitas proses pembelajaran; Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan dan Menguatkan sistem dan data informasi pendidikan.
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah:(i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan; (v) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (vi) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (vii) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

c. Program Tujuan 4 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 4 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Nilai Budaya
4. Program Pendidikan Luar Biasa
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

3.5. 	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayaan Kaum Perempuan 
a. Target dan Indikator Tujuan 5 TPB/SDGs
Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan; menghapus praktik berbahaya; menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan; serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Tabel 3.5  Target dan Indikator Tujuan 5 TPB/SDGs Prov. Kaltim
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	5.1 	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun. 
	5.1.1
	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 
	na
	na
	na
	DKP3A

	5.2 	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
	5.2.1*
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. 
	na
	na
	na
	DKP3A



	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	
	5.2.1 (a)
	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan. 
	499 kasus (2016)
	655
	-
	DKP3A

	
	5.2.2*
	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. 
	na
	na
	na
	DKP3A

	
	5.2.2(a)
	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. 
	na
	na
	na
	DKP3A

	5.3 	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
	5.3.1*
	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. 
	na
	na
	na
	DKP3A

	
	5.3.1(a)
	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 
	na
	na
	na
	DKP3A

	
	5.3.1(b)
	Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertitility Rate/ASFR). 
	na
	na
	na
	DKP3A

	
	5.3.1(c)
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. 
	90% (2013)
	90
	90,01
	Dinas Pendidikan

	5.5 	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
	5.5.1
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota). 
	na
	na
	na
	DKP3A

	
	5.5.2
	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. 
	na
	na
	na
	DKP3A

	5.6 	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.
	5.6.1*
	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. 
	pm
	pm
	pm
	DKP3A

	
	5.6.1(a)
	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 
	11,4 (SDKI 2012)
	pm
	pm
	DKP3A

	
	5.6.1(b)
	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. 
	98,60
	99
	99,8
	DKP3A

	
	5.6.2
	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan 
pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. 
	na
	na
	na
	DKP3A




b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs
Dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan pada Goal ke lima TPB/SDGs maka telah ditetapkan arah kebijakan dengan: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan seperti keikutsertaan kaum perempuan dalam berpolitik, pendidikan dan pekerjaan.
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; dan (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).
c. Program Tujuan 5 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1.  	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2.  	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3.  	Program Keluarga Berencana

3.6. 	Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
a. Target dan Indikator Tujuan 6 TPB/SDGs
Isu utama dalam Tujuan 6 adalah akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Sumber daya air diarahkan untuk pemenuhan air minum dan sanitasi maupun irigasi, guna menunjang ketahanan air dan pangan. Penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar saat ini belum menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi layak telah menunjukkan peningkatan, meskipun belum signifikan. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan akses dan sanitasi layak bahkan aman di masa mendatang.
Tabel 3.6. Target dan indikator Tujuan 6 SDGs 
Provinsi Kalimantan Timur
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	6.1 	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 

	6.1.1
	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. 
	35% (2013)
	47
	60
	Dinas PUPR

	
	6.1.1.(a)
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 
	78,93% (2016)
	
	
	Dinas PUPR

	
	6.1.1.(b)
	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 
	75 Lt/detik (2016)
	75
	700
	Dinas PUPR

	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 

	6.2.1
	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. 
	65,85 (2016
	na
	na
	Dinas PUPR

	
	6.2.1.(a)
	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 
	na
	na
	na
	Dinas PUPR



	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	



	
	6.2.1.(b)
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 
	76,76% (2016)
	78
	85
	Dinas PU, Dinas Kesehatan

	
	6.2.1.(c)
	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 
	na
	60,84
	na
	Dinas PUPR

	
	6.2.1.(d)
	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. 
	na
	na
	na
	Dinas PUPR

	6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 

	6.3.1
	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman. 
	na
	na
	na
	Dinas PUPR

	
	6.3.1.(a)
	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 
	na
	na
	na
	Dinas PUPR

	
	6.3.2
	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik. 
	na
	na
	na
	Dinas PUPR

	
	6.3.2.(a)
	Kualitas air danau. 
	na
	na
	na
	Dinas PUPR

	
	6.3.2.(b)
	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 
	na
	na
	na
	Dinas PUPR

	6.4.	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air
	6.4.1.(a)
	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah. 
	na
	na
	na
	Dinas LH

	
	6.4.1.(b)
	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 
	na
	na
	na
	Dinas LH

	
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
	6.5.1.(b)
	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi. 
	na
	na
	na
	Dinas PUPR

	
	6.5.1.(c)
	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 
	na
	na
	na
	Dinas PUPR

	
	6.5.1.(f)
	Jumlah wilayah sungai (WS) yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 
	na
	na
	na
	Dinas LH

	6.6.	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau
	6.6.1.(d)
	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi. 
	na
	na
	na
	Dinas LH


















b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (iv) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.




c. Program Tujuan 6 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
3. Program peningkatan daya saing sektor sumber daya air
4. Program Pengembangan Air Tanah
5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
9. Program Pemantauan Lingkungan
10. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
11. Program konservasi lahan dan air
12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
13. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II
14. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah III
15. Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim
16. Program Pengendalian Banjir
17. Program Pengelolaan DAS dan RHL
 
3.7. 	Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal,  Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua

Energi dan listrik menjadi kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga strategi penyediaan serta distribusinya menjadi penting. Kebutuhan energi dan listrik akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi dan listrik yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan alternatif yang lebih berkelanjutan.


a. Target dan Indikator Tujuan 7 TPB/SDGs
Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, energi dirumuskan di dalam Tujuan 7 yang bertujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini diterjemahkan ke dalam 2 (dua) indikator terkait listrik yaitu rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita.
Tabel 3.7. Target dan indikator Tujuan 7 SDGs 
Provinsi Kalimantan Timur
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	7.1 	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
	7.1.1
	Rasio ketersediaan daya listrik (RPJMD)
	65.05% (2013)
	78
	80
	Dinas Energi dan Sumber Daya Alam

	
	7.1.2.(b)
	Jumlah instalasi biogas (RPJMD)
	125 buah (2013)
	530
	675
	Dinas Energi dan Sumber Daya Alam

	7.2 	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global
	7.2.1
	Bauran energi terbarukan 
	0,02% (2013)
	2,12
	3
	Dinas Energi dan Sumber Daya Alam

	7.3 	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energy di tingkat global sebanyak dua kali lipat. 
	7.3.1
	Intensitas energi primer 
	na
	na
	na
	Dinas Energi dan Sumber Daya Alam









b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 7 TPB/SDGs
Arah kebijakan umum yang terdapat pada RPJMD 2017-2018 adalah meningkatkan menyediakan energi listrik dan pemanfaatan pembangkit listrik serta membangun energi baru dan terbarukan.
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan produksi energi primer; (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam Bauran energi; (iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (v) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; dan (vi) Memanfaatkan potensi sumber energi alternatif. 

c. Program Tujuan 7 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 7 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1. Program Diversifikasi Energi
2. Program Pengembangan Ketenagalistrikan
3. Program Pengembangan Air Tanah


3.8. 	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan
Pada jangka waktu 5 tahun terakhir ini, PDB per kapita di Kalimantan Timur naik setiap tahunnya berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi ini perlu terus diupayakan karena dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak. Salah satu upaya peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi.

a. Target dan Indikator Tujuan 8 TPB/SDGs
Tujuan 8 TPB/SDGs adalah mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Dalam rangka mencapai tujuan mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 7 indikator. Target-target tersebut terdiri dari:mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi; menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; menciptakan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi; mendorong dan mencapai pekerjaan tetap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua; mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan; dan memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik.

Tabel 3.8. Target dan indikator Tujuan 8 SDGs 
Provinsi Kalimantan Timur
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	8.1 	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang
	8.1.1
	Laju pertumbuhan PDRB perkapita 
	-1,47% (2016)
	na
	na
	Dinas Tenaga Kerja, BPS

	
	8.1.1.(a)
	PDRB per kapita 
	Rp.144.827.000
Per Jiwa (2015
	na
	na
	Dinas Tenaga Kerja, BPS

	8.8 	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. 
	8.8.1.(a)
	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 
	na
	na
	na
	Dinas Tenaga Kerja

	8.9 	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 
	8.9.1
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB 
	na
	na
	na
	Dinas Pariwisata

	
	8.9.1.(a)
	Jumlah wisatawan mancanegara 
	61.376 (2016)
	63.654
	na
	Dinas Pariwisata

	
	8.9.1.(b)
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara 
	5.030.586 (2016)
	5.712.431
	na
	Dinas Pariwisata

	
	8.9.1.(c)
	Jumlah devisa sektor pariwisata 
	na
	na
	na
	Dinas Pariwisata













B



b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (ii) Pemasaran pariwisata nasional; (iii) Pembangunan industri pariwisata; (iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata; (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial.

c. Program Tujuan 8 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Program pengembangan pemasaran pariwisata


3.9. 	Membangun Infrastruktur, Meningkatkan  Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi 

Tujuan 9 TPB/SDGs adalah membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Dengan memiliki infrastruktur yang cukup, industri akan berkembang pada berbagai wilayah, yang juga dapat menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kedua hal ini belum cukup jika tidak terus didukung oleh inovasi-inovasi yang mencarikan solusi yang berkelanjutan.

a. Target dan Indikator Tujuan 9 TPB/SDGs
Dalam rangka mencapai tujuan 9 ditetapkan 4 target yang diukur melalui 13 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mengembangkan infrastruktur yang berkualitas; mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan; dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi
Tabel 3.9. Target dan indikator Tujuan 9 SDGs 
Provinsi Kalimantan Timur
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	9.1 	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua
	9.1.1.(a)
	Kondisi mantap jalan nasional 
	91,54%
(2016)
	80%
	na
	Dinas PU

	
	9.1.1.(b)
	Panjang pembangunan jalan tol 
	99,35 Km
	64,83 
	99,35
	Dinas PU

	
	9.1.1.(c)
	Panjang jalur kereta api 
	na
	na
	na
	Dinas PU

	
	9.1.2.(a)
	Jumlah bandara 
	12
	13
	......
	Dinas Perhubungan

	
	9.1.2.(b)
	Jumlah dermaga penyeberangan 
	
	
	
	Dinas Perhubungan

	
	9.1.2.(c)
	Jumlah pelabuhan strategis 
	
	
	
	Dinas Perhubungan


	9.2 	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. 
	9.2.1*
	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita 
	21,35%
(2-16)
	na
	na
	Dinas Perindustrian

	
	9.2.1.(a)
	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur 
	4,01% (2016)
	4,74
	na
	Dinas Perindustrian

	
	9.2.2*
	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur 
	13,12 % (2016)
	na
	na
	Dinas Perindustrian



	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	





	9.4 	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing. 
	9.4.1
	Rasio Emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri 
	na
	na
	na
	Dinas Lingkungan Hidup

	
	9.4.1.(a)
	Emisi Gas Rumah Kaca 
	1.584 Ton CO2/ PDRB US $ juta (2013)
	1.500
	1.400
	Dinas Lingkungan Hidup

	9.C 	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universasl dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. 

	9.C.1.(a)
	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam 
	68,38% (usia 25-64)
	na
	na
	Dinas Kominfo

	
	9.C.1.(b)
	Proporsi individu yang menggunakan Internet 
	90,91% (2016)
	na
	na
	Dinas Kominfo










b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 9 TPB/SDGs
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (ii) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (iii) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi; (iv)Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; (v) Peningkatan agroindustri, perikanan, dan perkebunan; (vi) Revitalisasi sektor pertanian; (vii) Pemenuhan infrastruktur industri; (viii) Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiii) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

c. Program Tujuan 9 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 9 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1.  	Program Pembangunan Jalan Tol
2.  	Program Peningkatan Daya Saing Investasi Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara Dan ASDP 
3.  	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim

3.10.	Mengurangi Kesejangan Intra dan Antarnegara
Tujuan 10 dari TPB adalah mengurangi kesenjangan di dalam negara. Kesenjangan merupakan permasalahan global yang perlu ditangani dalam upaya menghapus kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Kesenjangan ini sendiri timbul dalam berbagai dimensi, sehingga pada Tujuan 10 ini tidak hanya menyentuh isu kesenjangan dalam bidang ekonomi saja namun juga kesenjangan dalam arti luas yaitu kesenjangan non-ekonomi, kesenjangan kesempatan dan kesenjangan horizontal.

a. Target dan Indikator Tujuan 10 TPB/SDGs
[bookmark: page93]Tujuan Pengurangan kesenjangan yang terdiri dari 3 target dan 12 indikator. Target-target tersebut bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi; memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua; Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan sosial, upah dan perlindungan sosial serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar; dan memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia.
Tabel 3.10. Target dan indikator Tujuan 10 SDGs 
Provinsi Kalimantan Timur
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
	10.1.1
	Koefisien Gini 
	0,33 (2016)
	0,33
	pm
	Bappeda

	
	10.1.1.(a)
	Tingkat kemiskinan 
	6% (2016)
	6
	5,6
	Dinas Sosial

	
	10.1.1.(b)
	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan 
	na
	na
	na
	DPMPD

	
	10.1.1.(c)
	Jumlah Desa Tertinggal 
	192 (2016)
	pm
	pm
	DPMPD

	
	10.1.1.(d)
	Jumlah Desa Mandiri 
	21 (2015)
	pm
	pm
	DPMPD

	
	10.1.1.(e)
	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 
	pm
	pm
	pm
	DPMPD

	
	10.1.1.(f)
	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 
	pm
	pm
	pm
	Dinas Sosial

	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. 
	10.3.1.(a)
	Indeks Kebebasan Sipil 
	na
	na
	na
	Bappeda, KEmenkum HAM

	
	10.3.1.(b)
	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 
	na
	na
	na
	Bappeda, KEmenkum HAM



	10.4 	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. 
	10.3.1.(c)
	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. 
	na
	na
	na
	Bappeda, KEmenkum HAM

	
	10.3.1.(d)
	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. 
	na
	na
	na
	Bappeda, KEmenkum HAM

	
	10.4.1.(a)
	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah
	6,48% (2016)
	8,57%
	pm
	Bappeda



b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 10 TPB/SDGs
Dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs goal mengurangi kesenjangan, maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan arah Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Menciptakan pertumbuhan inklusif; (ii) Memperbesar investasi padat kerja; (iii) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; dan (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

c. Program Tujuan 10 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 10 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1.  	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan
2.  	Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
3.  	Program pencegahan dan pemberantasan KKN

3.11.	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
Isu utama dalam Tujuan 11 adalah pembangunan kota yang terpadu; infrastruktur dan pelayanan perkotaan; pengurangan risiko bencana; dan perubahan iklim di perkotaan. Perlu mengembangkan kota dan permukiman yang berkelanjutan dalam mengatasi fenomena tersebut.
a. Target dan Indikator Tujuan 11 TPB/SDGs
Tujuan 11 kota dan pemukiman berkelanjutan terdiri atas 7 target yang dijabarkan dalam 20 indikator. Target dan indikator TPB Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:
Tabel 3.11. Target dan indikator Tujuan 11 SDGs 
Provinsi Kalimantan Timur
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	

	11.1.Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. 
	11.1.1
	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak. 
	2.573 (2016)
	pm
	pm
	Dinas PUPERA

	
	11.1.1.(a)
	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 
	na
	15.692
	pm
	Dinas PUPERA

	
	11.1.1.(b)
	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). 
	na
	na
	na
	Dinas PUPERA

	
	11.1.1.(c)
	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP. 
	na
	na
	na
	Dinas PUPERA



	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	



	11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua. 
	11.2.1.(a)
	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. 
	
	
	
	Dinas Perhubungan

	11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara. 
	11.3.1
	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk. 
	na
	na
	na
	BPN

	
	11.3.2.(a)
	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan. 
	na
	na
	na
	Bappeda dan PUPERA

	
	11.3.2.(b)
	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan. 
	na
	na
	na
	PUPERA

	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. 
	11.5.1*
	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 
	na
	na
	na
	BPBD

	
	11.5.1.(a)
	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 
	147 (2013)
	na
	na
	BPBD

	
	11.5.1.(b)
	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. 
	
	
	
	

	
	11.5.1.(c)
	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 
	na
	na
	na
	BPBD

	
	11.5.2.(a)
	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 
	na
	na
	na
	BPBD

	11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota
	11.6.1.(a)
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 
	na
	87,96
	na
	DLH dan PUPR

	
	11.6.1.(b)
	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green di kawasan perkotaan metropolitan. 
	na
	na
	na
	DLH, PUPR

	11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas
	11.7.1.(a)
	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. 
	na
	na
	na
	DLH dan PUPR


	
	11.7.2
	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir). 
	na
	na
	na
	Polda

	
	11.7.2.(a)
	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. 
	na
	na
	na
	Polda

	11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 
	11.b.1*
	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana. 
	na
	na
	na
	BPBD

	
	11.b.2*
	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 
	na
	na
	na
	BPBD







b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs
Dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs tujuan pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim diperkotaan, maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan arah Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: Percepatan Pemenuhan pemerataan dan pengembangan wilayah dengan prototype kawasan berkembang sekitarnya.

c. Program Tujuan 11 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1.  	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
2.  	Program pembangunan jalan dan jembatan
3.  	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan
4.  	Program pembangunan jalan tol
5.  	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6.  	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pemerintah
7.  	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
8.  	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha
9.   	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana
10. 	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana
12. Program Penanganan Kebakaran
13. Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana
14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.12.	Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan
Tujuan 12 TPB/SDGs adalah mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati; mengurangi pencemaran bahan kimia dan lingkungan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan; mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali; mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka; menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.
a. Target dan Indikator Tujuan 12 TPB/SDGs
Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dan berkelanjutan terdiri atas 4 target yang dijabarkan dalam 6 indikator. Target dan indikator TPB Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:
Tabel 3.12. Target dan indikator Tujuan 12 SDGs 
Provinsi Kalimantan Timur
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	



	12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen. 
	12.4.1.(a)
	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU. 
	na
	na
	na
	DLH


	
	12.4.2.(a)
	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 
	na
	na
	na
	DLH

	12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. 
	12.5.1.(a)
	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 
	na
	0,25% 
	na
	DLH

	12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. 
	12.6.1
	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya 
	na
	na
	na
	DLH dan ESDM

	
	12.6.1.(a)
	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 
	na
	na
	na
	DLH dan ESDM

	12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. 
	12.8.1
	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa. 
	na
	na
	na
	Dinas Pendidikan



b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs
Dalam mewujudkan TPB/SDGs tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan, maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup kualitas yaitu: meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah; melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan wilayah ekoregion; dan menyusun RPPLH dan Status Lingkungan Hidup Daerah.
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah Penerapan pola produksi dan konsumsi menuju kemandirian pangan berkelanjutan. 

c. Program Tujuan 12 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.13.	Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulagan Kebencanaan
Isu utama dalam Tujuan 13 adalah pengurangan risiko bencana, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Provinsi Kalimantan Timur memiliki risiko bencana yang tinggi, terutama bencana terkait iklim atau hidrometeorologi, seperti kebakaran lahan gambut. Oleh karena itu, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, termasuk perubahan iklim diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko atau bahaya yang ditimbulkannya.






a. Target dan Indikator Tujuan 13 TPB/SDGs
Tujuan 13 TPB/SDGs adalah pengurangan risiko bencana, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Tabel 3.13. Target dan indikator Tujuan 13 SDGs 
Provinsi Kalimantan Timur
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	



	13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. 
	13.1.1*
	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat  daerah. 
	na
	na
	na
	BPBD

	
	13.1.2*
	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 
	a.Meninggal: 4 (((2013)))
b.Menderita 46.900 (((2013)))
Bappenas:
a.Meninggal: 4 (2015)
b.Luka/Sakit: 1 (2015)
c.Hilang: 0 (2015)
	na
	na
	BPBD

	13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. 
	13.2.1.(a)
	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). 
	1 profil
	na
	na
	DLH dan Bappeda



b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs
Dalam mewujudkan TPB/SDGs tujuan pengurangan resiko bencana, pengurangan korban akibat bencana serta adabtasi dan mitigasi perubahan iklim, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan arah kebijakan upaya mengabil tindakan cepat  untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya telah dilakukan dengan menjalan berbagai program.
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (iii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; dan (v) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan; (vi) Meningkatkan luas tutupan lahan dan penerapan konsep strategi pembangunan hijau yag ramah lingkungan dan berkelanjutan.

c. Program Tujuan 13 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1.  	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
2.  	Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana
3.  	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim

3.14.	Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Kelautan
Isu utama dalam Tujuan 14 adalah tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman dan pemberantasan illegal fishing, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil.
a. Target dan Indikator Tujuan 14 TPB/SDGs
Tujuan 14 TPB/SDGs adalah tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan dengan 4 target yang diukur melalui 5 indikator. Target-target tersebut terdiri dari : mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut; melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan; dan menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (smallscale
artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.

Tabel 3.14. Target dan indikator Tujuan 14 SDGs 
Provinsi Kalimantan Timur
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	



	14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif. 
	14.2.1.(a)
	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional. 
	1 Dok
	1 Dok
	1 Dok
	DKP

	
	14.2.1.(b)
	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan. 
	2 WPP
	pm
	pm
	DKP

	14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. 
	14.5.1* 
	Jumlah luas kawasan konservasi perairan. 
	1.704. 666 (SK th.2014)
	na
	na
	DKP

	14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization. 
	14.6.1.(a)
	Persentase kepatuhan pelaku usaha. 
	na
	na
	na
	DKP

	14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar. 

	14.b.1(b)
	Jumlah nelayan yang terlindungi. 
	na
	na
	na
	DKP



b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; dan (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir. 



c. Program Tujuan 14 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1.  	Program Pengelolaan Ruang Laut
2.  	Program pengembangan perikanan tangkap
3.  	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
3.15.	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosisten Daratan
Tujuan 15 TPB/SDGs adalah tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Dalam rangka mencapai tujuan tata kelola kehutanan, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan pengurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, dan mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
a. Target dan Indikator Tujuan 15 TPB/SDG 
Tujuan 15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosisten Daratan terdiri atas 4 target yang dijabarkan dalam 11 indikator. Target dan indikator TPB Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.15. Target dan indikator Tujuan 15 SDGs 
Provinsi Kalimantan Timur
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	


	15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional. 
	15.1.1
	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan 
	(8.256.767/12.561.005) 65.73%
	64.77
	64.77
	Bidang Perencannaan  dan Pemanfaatan Tata Hutan Dinas Kehutanan



	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	



	
	15.1.1.(a)
	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. 
	65.73%
	64.77
	64.77
	Bidang Perencannaan  dan Pemanfaatan Tata Hutan Dinas Kehutanan

	
	15.1.2
	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya 
	na
	na
	na
	Bidang Perlindungan dan KSDAE berkoordinasi dengan TNK dan Tahura Dinas Kehutanan

		15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. 
	15.3.1
	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan 
	na
	na
	na
	Dinas Kehutanan

	
	15.3.1.(a)
	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 
	na
	na
	na
	Dinas Kehutanan

	15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah. 
	15.5.1*
	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas. 
	2010
1. Orang Utan Lokasi HL. Lesan
2. Bekantan Lokasi CA Teluk Adang
	
189 Ekor



157 Ekor
	na
	Bidang Perlindungan dan KSDAE berkoordinasi dengan BKSDA (KemenLHK)


15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global. 
	15.2.1
	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan 
	
	
	
	Bidang Perencannaan  dan Pemanfaatan Tata Hutan Dinas Kehutanan

	
	15.2.1.(a)
	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya. 
	
	
	
	Bidang Perlindungan dan KSDAE berkoordinasi dengan TNK dan Tahura (Pelaksana BKSDA) Dinas Kehutanan

	
	15.2.1.(b)
	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem. 
	86.450
	86.450
	86.450
	Bidang Perencannaan  dan Pemanfaatan Tata Hutan

	
	15.2.1.(c) 
	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%. 
	na
	6 (Lokasi)
	na
	Bidang Perlindungan dan KSDAE berkoordinasi dengan TNK dan Tahura

	
	15.2.1.(d)
	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan. 
	21 Unit
	21 Unit
	21 Unit
	Bidang Perencannaan  dan Pemanfaatan Tata Hutan





b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; dan (iii) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.
c. Program Tujuan 15 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1. Program Pengelolaan DAS dan RHL
2. Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH

3.16.	Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama (enabling) dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 mengacu pada tiga isu utama yaitu adanya perdamaian (peace), terwujudnya penegakan keadilan (justice), serta keberadaan institusi yang tangguh (strong institutions).

a. Target dan Indikator Tujuan 16 TPB/SDGs
Tujuan 16 memiliki 10 target dan 31 indikator SDGs Kalimantan Timur yang ingin dicapai pada tahun 2030. Adapun target TPB tersebut adalah: mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun; menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak; menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional; menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya; mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat; menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan;memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran ; memastikan akses publik pada informasi; dan melindungi kebebasan fundamental yang sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. 
Adapun indikator TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan dan target yang sudah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut:
Tabel 3.16. Target dan indikator Tujuan 16 SDGs 
Provinsi Kalimantan Timur
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	



	16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun. 
	16.1.1 (a)
	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk 
	285 (2013)
	pm
	pm
	Polda, Kebangpol

	
	16.1.1 (b)
	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. 
	na
	na
	na
	Polda, Kebangpol

	
	16.1.3(a)
	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir. 
	Perkotaan 0,07 dan Perdesaan 0,05 (2016)
	na
	na
	Polda, Kebangpol

	
	16.1.4*
	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 
	76,86% (2014)
	na
	na
	Polda, Kebangpol

	16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. 
	16.2.1a)
	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. 
	Perkotaan 52,30 dan perdesaan 57,51 (2014)

	na
	na
	DKP3A

	
	16.2.1(b)
	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. 
	499 (2016)
	655
	na
	Polda, HAM dan DKP3A

	
	16.2.3(a)
	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. 
	Pria : 6,40
Wanita : 6,30 (2013)
	na
	na
	Polda, HAM dan DKP3A

	16.3 Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
	16.3.1(a) 
	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. 
	9.210 (2016)
	na
	na
	Polda

	
	16.3.1(b) 
	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi. 
	na
	na
	na
	Kanwil Hukum dan HAM dan Biro Hukum

	
	16.3.1(c) 
	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum. 
	na
	na
	na
	Kanwil Hukum dan HAM, Biro Hukum dan Pengadilan Tinggi/Negeri

	
	16.3.2* 
	Proporsi tahanan terhadap seluruh jumlah tahanan dan narapidana. 
	na
	16.622
	na
	Polda, Kejaksaan & Kanwil Hukum dan HAM

	16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. 
	16.5.2(a) 
	Indeks Persepsi Korupsi (IPK). 
	5,66 (2016)
	5,56
	5,44
	Seluruh OPD

	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 
	16.6.1* 
	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. 
	na
	na
	na
	BPKAD & Bappeda

	
	16.6.1(a) 
	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 
	WTP
	WTP
	WTP
	Seluruh OPD

	
	16.6.1(b) 
	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 
	B (2016)
	BB
	na
	Seluruh OPD



	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	



	
	16.6.1(c) 
	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan. 
	100%
	100%
	100%
	Seluruh OPD

	
	16.6.1(d) 
	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 
	na
	100%
	100%
	Seluruh OPD

	
	16.6.2(a) 
	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). 
	100%
	100%
	100%
	Seluruh OPD

	16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. 
	16.7.1(a)
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
	6 orang perempuan dari 55 anggota DPRD (2016)
	na
	na
	DKP3A dan Sekretariat DPRD

	
	16.7.1(b) 
	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 
	na
	11
	na
	DKP3A dan BKD

	
	16.7.2(a) 
	Indeks Lembaga Demokrasi. 
	60,36 (2016)
	68,72
	na
	Kesbangpol

	
	16.7.2(b) 
	Indeks Kebebasan Sipil. 
	78,25 (2016)
	83,33
	na
	Kesbangpol

	
	16.7.2(c) 
	Indeks Hak-hak Politik. 
	78,35 (2016)
	67,18
	na
	Kesbangpol

	6.9 	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. 
	16.9.1*
	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil. 
	 349.038 (2016)
	349.543
	na
	DKP3A

	
	16.9.1(a)
	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. 
	na
	na
	na
	DKP3A

	
	16.9.1(b)
	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. 
	na
	103,69
	na
	DKP3A

	16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. 
	16.10.2(a)
	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
	47 OPD
	100%
	100%
	Seluruh OPD

	
	16.10.2(b)
	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. 
	na
	100%
	100%
	Seluruh OPD

	
	16.10.2(c)
	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 
	47 OPD
	47
	47
	Seluruh OPD

	16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan. 
	16.a.1*
	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles. 
	na
	na
	na
	Kanwil Hukum dan HAM

	16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan. 
	16.b.1(a)
	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. 
	na
	na
	na
	Kanwil Hukum dan HAM




b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (ii) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; (iii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (iv) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (v) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; (vi) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
c. Program Tujuan 16 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:
1. Program pencegahan dan pemberantasan KKN
2. Program pengembangan zona integritas
3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan
5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
6.  Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
7. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja
8. Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
9. Program pendidikan politik masyarakat


3.17.	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global   

Tujuan menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan dengan memfokuskan pada upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. 
Target-target tersebut adalah memperkuat mobilisasi sumber daya domestik; meningkatkan kerjasama secara regional dan internasional; mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains; mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi; mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif; meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang; mengandalkan inisiatif yang sudah ada untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik.

a. Target dan Indikator Tujuan 17 TPB/SDGs
Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global terdiri atas 5 target yang dijabarkan dalam 10 indikator. Target dan indikator TPB Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.17. Target dan indikator Tujuan 17 SDGs 
Provinsi Kalimantan Timur
	Target TPB
	Indikator TPB Provinsi Kaltim
	Tahun Dasar
	Tahun Pencapaian
	Instansi Pelaksana

	
	
	
	2017
	2018
	


	17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 
	17.1.1* 
	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya. 
	na
	na
	na
	Bapenda

	
	17.1.1.(a) 
	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. 
	na
	na
	na
	Bapenda

	
	17.1.2* 
	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. 
	
	
	
	Bapenda

	17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. 
	17.8.1*
	Proporsi individu yang menggunakan Internet. 
	na
	na
	na
	Dsikomimfo

	
	17.8.1.(a)
	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet 
	na
	na
	na
	Dsikomimfo

	17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. 
	17.11.1.(a)
	Pertumbuhan ekspor produk non migas 
	na
	27,66%
	10,14%
	Disperindagkop dan UMKM

	17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan
	17.18.1.(d)
	Jumlah indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target 
	na
	na
	na
	Bappeda

	17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang. 
	17.19.2.(c)
	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020 
	na
	na
	na
	BPS

	
	17.19.2.(d)
	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) 
	na
	na
	na
	BPS

	
	17.19.2.(e)
	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah. 
	na
	na
	na
	BPS



b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs
Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (ii) Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan; (iii) Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik; (iv) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif.

c. Program Tujuan 17 TPB/SDGs
Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup: tidak ada program yang terkait dengan tujuan 17 ini.



















